
 

  

TAMBAHAN 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK 

KEPENTINGAN UMUM 

 

I.  UMUM 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan 

makmur melalui pembangunan nasional. Dalam rangka percepatan 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut dibutuhkan 

penyederhanaan aturan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan 

masyarakat, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan Proyek 

Strategis Nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan 

kesejahteraan pekerja. 

 Dalam rangka untuk mencapai tujuan khususnya peningkatan 

ekosistem investasi, dan percepatan Proyek Strategis Nasional, perlu 

mengubah beberapa ketentuan dalam bidang agraria/pertanahan dan tata 

ruang. Salah satu diantaranya adalah pengaturan mengenai Pengadaan 

Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

 Beberapa perubahan ketentuan dimaksud antara lain meliputi 

penambahan jenis pembangunan untuk Kepentingan Umum; upaya 

percepatan Pengadaan Tanah seperti penyelesaian status kawasan hutan; 

percepatan Pengadaan Tanah terkait dengan tanah kas desa, tanah wakaf, 
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tanah aset; pelibatan lembaga pertanahan membantu dalam penyusunan 

dokumen perencanaan Pengadaan Tanah; penambahan jangka waktu 

Penetapan Lokasi; dan penitipan Ganti Kerugian. 

 Perubahan dimaksud memerlukan pengaturan dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang sederhana dan lebih 

efektif sehingga diharapkan tercapai tujuan sebagaimana yang telah 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah bangunan yang 

berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau 

pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan 

menampung air juga untuk menahan dan menampung limbah 

tambang (tailing) atau lumpur sehingga terbentuk waduk.  

Yang dimaksud dengan “bendung” adalah tanggul untuk 

menahan air di sungai, tepi laut, dan sebagainya. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 
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Huruf h 

Yang dimaksud dengan “sampah” adalah sampah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

pengelolaan sampah. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan umum” adalah 

semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat 

suatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumah 

penampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahaya 

banjir, lahar, dan longsor. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” digunakan antara lain 

untuk kepentingan keagamaan atau beribadah.  

Yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau publik" adalah 

ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai penataan ruang. 

Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 

Yang dimaksud dengan “kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, atau desa” adalah sarana dan prasarana untuk 

menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk lembaga 

pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan unit pelaksana 

teknis lembaga pemasyarakatan lain. 

Huruf o 

Yang dimaksud dengan “perumahan untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah” adalah perumahan masyarakat yang 

dibangun dalam bentuk rumah susun, rumah umum baik 

milik maupun sewa. 

Huruf p 

Cukup jelas. 

Huruf q 

Cukup jelas. 
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Huruf r 

Yang dimaksud dengan “pasar umum dan lapangan parkir 

umum” adalah pasar dan lapangan parkir yang direncanakan, 

dilaksanakan, dikelola, dan dimiliki oleh Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat dilakukan 

dengan bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. 

Huruf s 

Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik 

negara, atau badan usaha milik daerah” adalah: 

1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah; 

2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau 

3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha 

milik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnya 

dengan menggunakan mekanisme bangun guna serah. 

Huruf t 

Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik 

negara, atau badan usaha milik daerah” adalah: 

1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah; 

2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau 

3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha 

milik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnya 

dengan menggunakan mekanisme bangun guna serah. 
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Huruf u 

Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik 

negara, atau badan usaha milik daerah” adalah: 

1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah; 

2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau 

3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha 

milik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnya 

dengan menggunakan mekanisme bangun guna serah. 

Huruf v 

Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik 

negara, atau badan usaha milik daerah” adalah: 

1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah; 

2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau 

3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha 

milik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnya 

dengan menggunakan mekanisme bangun guna serah. 

Huruf w 

Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik 

negara, atau badan usaha milik daerah” adalah: 

1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah; 

2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

www.peraturan.go.id



No. 6631 -6- 

daerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau 

3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha 

milik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnya 

dengan menggunakan mekanisme bangun guna serah. 

Huruf x 

Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik 

negara, atau badan usaha milik daerah” adalah: 

1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah; 

2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau 

3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha 

milik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnya 

dengan menggunakan mekanisme bangun guna serah. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "melibatkan kementerian/lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan" 

adalah Instansi yang Memerlukan Tanah dapat berkoordinasi 

dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertanahan untuk mendapatkan 

gambaran umum mengenai letak tanah, luas tanah yang 

dibutuhkan, status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan 

Pengadaan Tanah dan perkiraan biaya operasional dan biaya 

pendukung serta biaya sertipikasi. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Perkiraan nilai tanah merupakan nilai perkiraan dan 

tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian Ganti 

Kerugian. 

Huruf j 

Rencana penganggaran Pengadaan Tanah bagi 

pembangunan untuk Kepentingan Umum harus tersedia 

sesuai dengan jangka waktu Penetapan Lokasi. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Ayat (11) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Peta rencana lokasi pembangunan menggunakan peta dasar 

berupa peta rupa bumi Indonesia atau peta dasar pertanahan 

dengan skala 1:2.500 atau 1:10.000 atau 1:25.000 atau 

1:50.000. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 
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Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Data awal lokasi rencana pembangunan merupakan gambaran 

lokasi rencana pembangunan dan tidak dapat digunakan 

sebagai dasar pemberian Ganti Kerugian. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 
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Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Saksi merupakan orang yang dapat dipercaya, bisa karena 

fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk 

yang sudah lama bertempat tinggal di kelurahan/desa letak 

tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan 

keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik 

dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pihak yang menguasai Tanah Negara 

dengan iktikad baik” adalah: 

1. penguasaan tanah yang diakui oleh peraturan perundang- 

undangan; 

2. tidak ada keberatan dari masyarakat hukum adat, 

kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, atau 

pihak lain atas penguasaan tanah baik sebelum maupun 

selama pengumuman berlangsung; dan 

3. penguasaan dibuktikan dengan kesaksian dari 2 (dua) 

orang saksi yang dapat dipercaya. 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “bukti lain yang dipersamakan 

dengan bukti penguasaan lainnya” adalah dokumen-

dokumen yang menunjukan iktikad baik kepemilikan 

tanah tersebut, misalnya surat pernyataan penguasaan 

fisik bidang tanah atau bukti pembayaran pajak. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas 

tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan 

oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya 

penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, 

misalnya pemegang akta jual beli atas Hak Atas Tanah yang 

belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik 

adat yang belum diterbitkan sertipikat, dan pemegang surat izin 

menghuni. 

Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan 

tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak Atas Tanah, 

Ganti Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, 

atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 
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Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “masyarakat yang terkena dampak” 

adalah masyarakat yang terkena dampak secara langsung baik 

itu Pihak yang Berhak atau masyarakat yang menggarap tanah 

tersebut termasuk masyarakat yang berbatasan langsung atau 

sekitar lokasi Pengadaan Tanah berdasarkan hasil kajian dalam 

dokumen perencanaan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 
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Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang- 

undangan” adalah undang-undang mengenai perlindungan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 
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Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “permohonan pelaksanaan Pengadaan 

Tanah” adalah penyampaian secara rinci data yang tertuang 

dalam keputusan Penetapan Lokasi, dokumen perencanaan 

Pengadaan Tanah, data awal Pihak yang Berhak dan Objek 

Pengadaan Tanah serta ketersediaan anggaran untuk biaya 

operasional, biaya pendukung, dan biaya Ganti Kerugian. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “penyurvei berlisensi” adalah orang 

perseorangan yang mempunyai kompetensi pengumpulan dan 

pengolahan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan 

Tanah, yang sudah diberikan lisensi/diakui oleh instansi yang 

berwenang. 

 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “masa tunggu” adalah jangka waktu 

yang dihitung mulai dari Penetapan Lokasi sampai dengan 

pelaksanaan pembayaran yang dapat dipakai sebagai dasar 
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mempertimbangkan nilai Ganti Kerugian. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “final dan mengikat” adalah nilai Ganti 

Kerugian merupakan nilai tunggal dan tidak dapat 

dimusyawarahkan sepanjang penilaian dilakukan berdasarkan 

standar penilaian yang berlaku. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “Pihak yang Berhak berhalangan 

karena hukum” adalah orang yang tidak cakap melakukan 

tindakan hukum yaitu orang yang belum dewasa, orang-orang 

yang ditaruh di bawah pengampuan seperti orang gila atau 

hilang ingatan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “Pihak yang Berhak lainnya” 

antara lain apabila terdapat objek yang dikuasai atau 

dimiliki beberapa orang dapat menguasakan kepada 

salah satu orang Pihak yang Berhak. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “validasi” adalah kegiatan verifikasi 

berupa rekapitulasi data mengenai kesesuaian data nominatif 

dan peta bidang atas objek dan subjek serta bentuk Ganti 

Kerugian maupun data lainnya berdasarkan hasil musyawarah 

yang selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Instansi 

yang Memerlukan Tanah sebagai dasar pemberian Ganti 

Kerugian maupun penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan 

Negeri. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

 

Pasal 86 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “keadaan khusus” adalah keadaan 

dimana Pihak yang Berhak membutuhkan uang Ganti Kerugian 

dengan segera untuk kebutuhan yang mendesak, yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa 

atau nama lain. 

Kebutuhan mendesak antara lain bencana alam, biaya 

pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaran 

hutang, dan/atau keadaan mendesak lainnya. 

 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Yang dimaksud dengan “masih dipersengketakan 

kepemilikannya” adalah masih adanya keberatan 

dari pihak lain terhadap peta bidang tanah 

dan/atau daftar nominatif yang belum diajukan 

ke pengadilan. 
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Angka 3 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

 

Pasal 93 

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung. 

 

Pasal 94 

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung. 

 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

 

Pasal 97 

Cukup jelas. 
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Pasal 98 

Cukup jelas. 

 

Pasal 99 

Cukup jelas. 

 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

 

Pasal 102 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Pihak yang Berhak meninggal dunia sebelum 

pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian maka yang 

menandatangani berita acara Pelepasan Hak dan 

menerima Ganti Kerugian adalah ahli waris yang 

dibuktikan dengan keterangan waris dan kuasa ahli 

waris sebagaimana ketentuan yang berlaku serta surat 

kematian Pihak yang Berhak. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “Pihak yang Berhak berhalangan 

karena hukum” adalah orang yang tidak cakap melakukan 

tindakan hukum yaitu orang yang belum dewasa, orang-orang 

yang ditaruh di bawah pengampuan seperti orang gila atau 

hilang ingatan. 

Pasal 103 

Cukup jelas. 
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Pasal 104 

Cukup jelas. 

 

Pasal 105 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 106 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

 

Pasal 112 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “data Pengadaan Tanah” berupa: 

a. dokumen perencanaan Pengadaan Tanah; 

b. surat pemberitahuan rencana pembangunan; 
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c. data awal subjek dan objek; 

d. undangan dan daftar hadir Konsultasi Publik; 

e. berita acara kesepakatan Konsultasi Publik; 

f. surat keberatan; 

g. rekomendasi Tim Kajian; 

h. surat gubernur (hasil rekomendasi); 

i. surat keputusan Penetapan Lokasi pembangunan; 

j. pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan; 

k. surat pengajuan pelaksanaan Pengadaan Tanah; 

l. berita acara inventarisasi dan identifikasi; 

m. peta bidang Objek Pengadaan Tanah dan daftar nominatif; 

n. pengumuman daftar nominatif; 

o. berita acara perbaikan dan verifikasi; 

p. daftar nominatif yang sudah disahkan; 

q. dokumen pengadaan Penilai; 

r. dokumen hasil penilaian Pengadaan Tanah; 

s. berita acara penyerahan hasil penilaian; 

t. undangan dan daftar hadir musyawarah penetapan Ganti 

Kerugian; 

u. berita acara kesepakatan musyawarah penetapan Ganti 

Kerugian; 

v. putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau 

Mahkamah Agung; 

w. berita acara pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan 

Hak; 

x. alat bukti penguasaan dan pemilikan Objek Pengadaan 

Tanah; 

y. surat permohonan penitipan Ganti Kerugian; 

z. penetapan Pengadilan Negeri penitipan Ganti Kerugian; 

aa. berita acara penitipan Ganti Kerugian; 

bb. berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah; dan 

cc. dokumentasi dan rekaman. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 113 

Cukup jelas. 

 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

 

Pasal 116 

Cukup jelas. 

 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

 

Pasal 122 

Cukup jelas. 

 

Pasal 123 

Cukup jelas. 

 

Pasal 124 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “data dan informasi elektronik” antara 

lain alas hak yang sudah dilakukan alih media (scan) menjadi 

dokumen elektronik dan telah divalidasi oleh pejabat 

berwenang. Dalam proses alih media, dinyatakan bahwa 

dokumen yang dilakukan alih media (scan) adalah sesuai 

dengan aslinya. Hasil alih media (scan) menjadi dokumen 

elektronik yang disimpan dan dikelola oleh sistem elektronik 

yang terverifikasi. Dokumen elektronik yang dibuat oleh sistem 

elektronik atau hasil alih media (scan) menjadi merupakan alat 

bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah 

sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 

 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

 

Pasal 126 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara langsung” 

adalah Pengadaan Tanah yang dilakukan dengan cara 

jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang 

disepakati kedua belah pihak. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 127 

Cukup jelas. 

 

Pasal 128 

Cukup jelas. 

 

Pasal 129 

Cukup jelas. 

 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

 

Pasal 132 

Cukup jelas. 

 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

 

Pasal 135 

Cukup jelas. 
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Pasal 136 

Cukup jelas. 

 

Pasal 137 

 Yang dimaksud dengan “perubahan data pendukung di luar 

Penetapan Lokasi” adalah data penambahan objek dan subjek di luar 

Penetapan Lokasi yang menjadi pendukung dan harus diselesaikan 

dalam kegiatan Pengadaan Tanah. 

 

Pasal 138 

Cukup jelas. 

 

Pasal 139 

Cukup jelas. 

 

Pasal 140 

Cukup jelas. 

 

Pasal 141 

Cukup jelas. 

 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

 

Pasal 143 

Cukup jelas. 
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